
 

 

 

 

BUPATI PASER 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PASER 

NOMOR  83 TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN  2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PASER, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan fungsi 

legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan 

hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Paser; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 

12 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dengan telah 

diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun  

2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang                     

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6197); 

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

 



 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 

55); 

8. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 

Nomor 21); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 



Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Paser Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran 

iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 

Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical 

Check Up dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam 

Provinsi, dengan besaran biaya paling banyak Rp 

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per 

orang. 

(3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 

kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas 

berupa: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang 

dalam 1 (satu) tahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang 

dalam 1 (satu) tahun; 



c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang 

dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 

e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 

(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut: 

No Uraian Jumlah 

Tarif 

Satuan 

(Rp) 

1 Pakaian Sipil Harian 2 pasang / 1 tahun 1.750.000 

2 Pakaian Sipil Resmi 1 pasang / 1 tahun 2.000.000 

3 Pakaian Sipil Lengkap 2 pasang / 5 tahun 4.500.000 

4 
Pakaian Dinas Harian 

Lengan Panjang 
1 pasang / 1 tahun 2.000.000 

5 Pakaian Berciri Khas Daerah 1 pasang /1 tahun 2.500.000 

(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 

paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu 

masa jabatan. 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 15 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada Alat Kelengkapan 

DPRD paling banyak  2 (dua) orang untuk setiap Alat 

Kelengkapan DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan 

kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya 

sesuai kemampuan keuangan Daerah. 



(4) Honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat 

Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diberikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

per orang setiap bulan 

(5) Dalam pendampingan kegiatan DPRD, kelompok pakar 

atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD dapat 

menggunakan kendaraan dinas berupa mobil 

operasional Sekretariat DPRD. 

(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok 

pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD 

disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan 

dengan Pejabat Eselon III. 

(7) Untuk memenuhi kebutuhan narasumber/pakar pada 

kegiatan DPRD tertentu, sekretaris DPRD dapat 

meminta kepada pihak lain yang memiliki kemampuan 

dalam disiplin ilmu yang sesuai kebutuhan 

berdasarkan usulan anggota, pimpinan fraksi dan 

pimpinan alat kelengkapan DPRD. 

(8) Kegiatan DPRD tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) seperti kegiatan pengawasan pekerjaan fisik ke 

lapangan, pengawasan dalam bidang anggaran dan 

hukum maupun rapat koordinasi/sosialisasi. 

(9) Honorarium bagi narasumber/pakar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) diberikan sebesar Rp 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 

orang per jam. 

(10) Honorarium narasumber/pakar sebagaiamana 

dimaksud pada ayat (8) diberikan paling  tinggi 3 (tiga)  

jam per orang. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 

2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Paser. 

 

Ditetapkan di Tana Paser 

pada tanggal 14 Desember 2020            

         BUPATI PASER, 

ttd 

YUSRIANSYAH SYARKAWI 

Diundangkan di Tana Paser  

pada tanggal  14 Desember 2020               

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 

                           ttd 

                 KATSUL WIJAYA  

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR  83 

      Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser 

 

 ttd 

      ANDI AZIS 

        NIP 19680816 199803 1 007 

 

 

 

  


